TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA AKS|I PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

No. Pokja Kesimpulan Rekomendasi Aksi Pemerintah Provinsi Papua
: Perencanaan dan | Pokja sedang 1. Agara Gubemur Papua | Dalam penyusunan SK Gubernur draf Satgas SIAP untuk
Penganggaran mempersiapkan menerbitkan  SK  untuk | diusulkan ke Biro Hukum Setda
Keuangan implementasi e- pembentukan Satgas SIAP
Daerah government di Pemprov
Papua yang akan 2. Agar Biro Hukum Pemprov | Biro Hukum Setda siap akan mendukung apabila draf Pergub,
mengintegrasikan Papua membantu mem- | SOP dll telah disampaikan.
beberapa aplikasi : e- persiapkan dan mem-
musrenbang, MKPP, e- prioritaskan setiap regulasi
budgeting, SIMDA, e- (Pergub, SOP, dlil) untuk
projeck planning, TP2K mendukung implementasi
dan e-performence egovernment di Pemprov
Papua
2. PBJ dan Pokja harus 1. Agar Pemprov Papua e Tim daerah sebagaimana prosedur e-catalogue Lokal belum
Infrastruktur memprioritaskan segera menindaklanjuti dapat disusun mengingat adanya perubahan struktur ULP
pembentukan e- surat dari LKPP terkait e- menjadi Biro Layanan Pengadaan, maka pembentukan tim
catalogue lokal dan catalogue lokal tersebut baru dapat dilakukan setelah penetapan pejabat pada
menyelesaikan OPD baru,
penyusunan Standar « Koordinasi dan konsultasi dengan LKPP Rl via telpon pada
Satuan Harga (SSH) tanggal 12 Januari 2017 tentang komposisi Tim Catalogue
dan diinformasikan Daerah
dalam regulasi 2. Agar Gubernur Papua SSH telah ditetapkan oleh Gubernur Papua dengan PERGUB
mengesahkan SSH dalam | Nomor.188.4/365/tahun 2016, tanggal 28 Oktober 2016
SK Gubernur Papua
3. Perizinan e Jaringan internet yang | Melakukan pembahasan lajutan | ¢ Jaringan internet untuk pelayanan perijinan sudah terpasang
Terpadu dan belum efektif dengan pihak PT Telkom terkait sejak beberapa tahun lalu dan sudah dioperasionalkan untuk
Penanaman mendukung dengan solusi yang ditawarkan proses ljin Prinsip Penanaman Modal melalui SPIPISE.
Modal implementasi e- pada rapat tanggal 7 Desember | ¢ Persiapan implementasi e-perijinan terintegrasi dikoordinir
perijinan 2016 oleh Dinas KOMINFO Provinsi Papua melalui kerjasama

dengan PT. Telkom

¢ Penyempurnaan SOP

Segera menyelesaikan

Hasil pembahasan bersama dengan SKPD teknis tekait




terkait perijinan belum
tuntas

penyempurnaan regulasi dan
seluruh SOP perijinan

penyempurnaan SOP telah selesai dan sementara ini dalam
proses pengeditan, sehingga diharpkan akan segera ditetapkan
melalui Surat Keputusan Gubernur paling lambat Minggu kedua/
minggu ketigabulan Pebruari 2017

TIK Pokja sudah Agar menyurati PT Telkom dan | e« Pemerintah Provinsi Papua telah menyurati kepada General
mempersiapkan PT PLN untuk memastikan Manager PT. Telkom Witel Papua dengan nomor.

anggaran kesiapan dan keandalan 555/0137/SET tanggal 11 januari 2017 terkait dengan

pembangunan infrastruktur jaringan dan daya dukungan jaringan internet untuk mendukung implementasi

infrastruktur TIK dan (power) dalam rangka sistem aplikasi e-government secara terintegrasi

telah mempersiapkan | implementasi e-governmentdi | «  Pemerintah Provinsi Papua telah menyurati kepada Kepala

kerjasama dengan PT | Papua Cabang PT. PLN Wilayah jayapura dengan nomor.

Telkom 555/0136/SET tanggal 11 januari 2017 terkait dukung power
untuk implementasi sistem aplikasi e-government secara
terintegrasi

e Surat tsb terlampir
Manajemen SDM | Pokja SDM sedang 1. Pembenahan sistem » BKD sudah mempunyai sistem aplikasi SAPK dan SIMPEG

menyusun Roadmap
SDM, pembenahan
sistem informasi
kepegawaian, analisis
SWOT dan SOP sesuai
Renaksi

informasi dan database
kepegawaian dengan
mengimplementasikan
SAPK yang telah dipelajari
dari hasil workshop di
Pemprov jawa Barat.

dan telah mengerjakan proses kenaikan pangkat, proses
pensiun dan lain-lain secara online.

e Terkait hasil workshop di Pemprov Jabar tentang SKP, BKD
sedang mempersiapkan peningkatan Kemampuan SDM dan
perangkat pendukung lainnya untuk melaksanakan secara
online.

2. Menyelesaikan grand Desig
dan roadmap reformasi
birokrasi sesuai dengan PP
81/2010 dan Permen PAN-
RB 11/2015 tentang
roadmap Reformasi
Birokrasi 2015-2019

Draf Grand design dan roadmap reformasi birokrasi telah dibuat
dan dalam proses penetapan Gubernur.

3. Membentuk Komite
Integritas di Pemerintah
Provinsi Papua

Sedang menyusun uraian tugas dan membentuk tim Komite
Integritas untuk diusulkan dalam keputusan Gubernur

4. Menyusun dan
mengesahkan Pergub dan
SOP tentang rekrutmen,
rotasi, mutasi, demosi dan

¢ Telah disusun dan disampaikan draf Perdasi Kepegawaian di
Provinsi Papua ke DPR Papua

» Setelah penetapan Perdasi Perdasi Kepegawaian di Provinsi
Papua, kemudian akan disusun Peraturan Gubernur.




promosi pegawai, dan

Melakukan upaya sistematis
untuk meningkatkan
kompetensi, penguatan etos
kerja dan peningkatan mind
set pegawai negeri yang
bekerja keras dan melayani
masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan peningkatan
kompetensi PNS melakui pendidikan formal, Diklat Struktural,
Diklat Fungsional dan diklat teknis lainnya.

Optimalisasi Secara umum Pokja 1. Agar Biro Hukum segera o Terkait peraturan Gubernur Papua tentang Tata Cara
Pendapatan telah melaksanakan memperoses draf Pergub, Penerimaan Dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Elektronik
Daerah tugasnya secara baik SK Gubernur papua, dan Dan Keputusan Gubernur Papua tentang pendelegasian
dan sesuai dengan draf MoU terkait rencana sebagaian kewenangan kerjasama di bidang pendapatan
kerangka waktu dalam implementasi e-samsat daerah telah diusulkan kepada Biro Hukum Setda Provinsi
Renaksi Papua dengan surat Nomor. 970/2349/Dispenda dan Nomor
970/2350/Dispenda tanggal 14 Desember 2016.
o Untuk draf MoU dapat diproses setelah keputusan Gubernur
Papua tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan
Kerjasama di Bidang Pendapatan Daerah ditetapkan.
2. Agar Dispenda melakukan IT | Terkait IT Audit akan dilakukan setelah disediakan dananya pada
Audit, dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
3. Agar Pemprov Papua Surat kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian
menyurati Dirjen Keuangan Rl terkait transparansi perhitungan Dana Otonomi
Peimbangan Keuangan Khusus dan bagi Hasi Royalti PT. Freeport Indonesia telah
Daerah Kemenkeu terkait diproses dan ditandatangani oleh sekdaSekda Provinsi Papua
transparansi peritungan dengan Nomor 902/0135/SET tanggal 11 januari 2017.
Dana Otsus dan Bagi Hasil
Royarti PT. Freeport
Pendidikan Draf Grand Design dan | 1. Penyusunan dan e Draf Perda Perdasus tentang Grand Design dan roadmap
Roadmap penyelesaian draf Perdasus | Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua sudah
Pembangunan tentang Grand Design dan dikoordinasikan dengan narasumber kompeten terkait dan
Pendidikan dan draf roadmap Pembangunan sudah selesai, namun belum dikoordinasikan kepada Biro
Perdasus tentang guru Pendidikan Provinsi Papua Hukum Setda Papua dan DPR Papua
masih dalam proses 2. Melakukan pendataan » Draf perdasus / naskah akademik Guru 70 % selesai

telaahan dari pihak
terkait

secara komprehensif
terhadap guru dan
melakukan pelatihan yang

e Pendataan Guru dengan bersumber pada DAPODIK dan Data
LPMP Provinsi Papua, melalui rapat koordinasi data pendidikan
Juli — Agustus 2017




terencana baik untuk
peningkatan kapasitas dan
kapabilitas guru, dan

¢ Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Guru bulan Maret-April
2017

3. Melakukan perbaikan mutu
tata kelola dan manajemen
pendidikan (termasuk
penerapan sistem laporan
keuangan terpadu) melalui

¢ Peningkatan Mutu Tata Kelola Dinas Pendidikan Prov. Papua
(Pelatihan Tim RENSTRA, LAKIP, LKPJ dan LPPD)
e peningkatan mutu tata kelola sekolah

pembangunan data pokok
pendidikan untuk penyaluran
DAK tahun 2017
8. | Aspek Sosial Pemprov c.q. Litbang Tim KPK meminta agar kajian |e Biaya Sosial tinggi terhadap pengelolaan Keuangan Daerah pd
Papua baru akan dilakukan secara komprehensif TA 2017 telah direncanakan utk kajian tsb oleh BAPPEDA
bekerjasama dengan agar hasilnya dapat dijadikan Prov Papua dan saat ini dim proses penyiapan TOR, sehingga
pihak Uncend untuk bahan penyusunan regulasi. hasilnya dapat menjadi dasar penyusunan Regulasi
melakukan kajian atas Pengelolaan Keuangan Daerah Spesifik Papua.
biaya sosial tinggi di
Papua
9. Penguatan dan Biro Humas sedang e Biro Humas agar menyurati | e Surat Gubernur Papua ke KSP terkait koneksi Aplikasi
Efektivitas dalam proses KSP terkait koneksi aplikasi LAPOR dalam Website Pemprov Papua (terlamp)
Partisipasi Publik | penyusunan draf LAPOR dalam website
pergub tentang Pemprov Papua
pelaporan pengaduan | « Biro Hukum agar segera « Rancangan PERGUB tentang Pedoman Pengelolaan
masyarakat secara menyelesaikan proses Layanan Aspirasi & Pengaduan online Rakyat di Lingkungan
online melalui aplikasi penyusunan dan Pemprov Papua sementara dibahas
LAPOR pengesahan Pergub tentang
Pedoman Pengelolaan
Layanan Aspirasi dan
Pengaduan online Rakyat di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Papua
10. | Penguatan Peran | Pokja penguatan peran | Agara melaksanakan secara Telah dilakukan penilaian kapabilitas Inspektorat, yang hasilnya

Inspektorat

Inspektorat masih
sedang menyusun draf
roadmap dan kajian
terkait jumiah dan

komprehensif dan tuntas hasil
evaluasi atas Penguatan Peran
Inspektorat sebagaimana telah
diuraikan dalam Laporan

akan dilaksanakan pada tahun 2017




kebutuhan SDM, Rencana Aksi halaman 30-41
anggaran, infrastruktur | yang telah disampaikan

dan rekomendasi Pemprov Papua.

perbaikan serta standar
kompetensi aparat
Inspektorat sebagai
requirement perekrutan

Jayapura, 24 Januari 2017

Tim Tindak Lanjut dan Penyelesaian Rencana Aksi Program
Pemberantasan K { Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua

ELYSA AURI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19621124 198709 1 002




PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor
Lampiran
Perihal

Jayapura, 11 Januari 2017

. 62¢ /0136 /SET Kepada

Yth. KEPALA CABANG

Ketersediaan Energri Listrik untuk PT. PLN WILAYAH JAYAPURA
Implementasi e-Government di di —

Provinsi Papua.
Jayapura

Sesuai Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia Nomor : B-10149/10-16/2016 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Tindak
Lanjut Hasil Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegerasi Pemerintah Provinsi Papua, maka untuk mendukung hasil monitoring
sebagaimana terlampir pada Pokja TIK, Pihak Manajeman PT. PLN Wilayah Papua
agar dapat menyampaikan kesiapan dukungan daya listrik (energi) pada setiap SKPD
serta solusi total apabila terjadi gangguan yang sifatnya biasa maupun force mayor
sehingga kinerja implementasi e-Government terintegrasi di Provinsi Papua dapat berjalan
maksimal sébagai upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik dan
transparan.

Demikian penyampaian kami atas dukungannya disampaikan terima kasih

PEMBINA UTAMA
NIP. 19670504 199011 1 001

Tembusan:

1

Pimpinan KPK RI di Jakarta:

2. Gubernur Papua (sebagai laporan), di Jayapura;
3. General Manager PT. PLN Wilayah Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor
Lampiran
Perihal

Jayapura, 11 Januari 2017

L /6/2 ?/cer Kepada
Yth. GENERAL MANAGER

Dukungan Infrastruktur TIK untuk PT. TELKOM WITEL PAPUA
Implementasi e-Government di di —
Provinsi Papua

Jayapura

Sesuai Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik
Indonesia Nomor : B-10149/10-16/2016 tanggal 23 Desember 2016 Perihal Tindak
Lanjut Hasil Monitoring & Evaluasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi
Terintegerasi Pemerintah Provinsi Papua, maka untuk mendukung hasil monitoring
sebagaimana terlampir pada Pokja Perizinan Terpadu & Penanaman Modal dan
Pokja TIK, Pihak Manajeman PT. Telkom Witel Papua agar dapat menyampaikan
kesiapan dukungan infrastruktur Teknologi Jaringan Komunikasi Data yang telah
dikerjasamakan dengan Pokja TIK serta solusi total apabila terjadi gangguan yang
sifatnya biasa maupun force mayor sehingga kinerja implementasi e-Government

terintegrasi di Provinsi Papua dapat berjalan maksimal sebagai upaya untuk mewujudkan tata
kelola Pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Demikian penyampaian kami atas dukungannya disampaikan terima kasih

PEMBINA UTAMA
NIP. 19670504 199011 1 001

Tembusan:

1.

Pimpinan KPK Rl di Jakarta;

2. Gubernur Papua, di Jayapura;
3. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia, Tbk di Jakarta;
4. Kepala Dinas KOMINFO Provinsi Papua di Jayapura.
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PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH

Lampiran

Jayapura, 23 Januari 2016
Kepada

:356 /001 / SET Yth Kepala Kantor Sekretariat
- Presiden RI ( KSP)
Permohonan Koneksi Aplikasi
LAPOR Di-

JAKARTA

Bersama ini disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua, melalui
Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi Papua, sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/3772/SJ
Tentang Perobahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
356/7498/SJ Tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pelaporan
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah
Daerah Tahun 2015, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Papua
melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/290/, Tanggal 28 juli
2016 Tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2016- 2017.

Sehubungan dengan maksud tersebut maka Pemerintah Provinsi
Papua merekomendasikan Pembangunan Complaint Handling system,
(system Pengaduan/Keluhan masyarakat) dengan menerbitkan Peraturan
Gubernur Provinsi Papua, untuk itu mohon agar Kami dapat menggunakan
Aplikasi LAPOR ( Layanan dan Pengaduan Online Rakyat) /Dong Tanya
Tong Jawab terkoneksi dengan website Pemerintah Daerah Provinsi Papua
yang merupakan Rencana Aksi pada Pokja IX Peningkatan dan Efektifitas
Peran serta Masyarakat/Partisipasi Publik .

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR PAPUA
SEKRETARIS DAERAH,

Tembusan Kepada Yth :
1. Kementerian Dalam Negeri Rl di Jakarta

2. Komisi Pencegahan Korupsi di Jakarta
2. Gubernur Papua ( sebagi laporan);
3. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua




